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I. UMUM 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan 

tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem 
jaminan sosial secara nasional bagi kesejahteraan seluruh rakyat. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial 

nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan 
sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian, JHT, dan jaminan pensiun bagi 
Pemberi Kerja dan Pekerja penerima Upah. 

Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) 
huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka BPJS 
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika 

Peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total 
tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia. 
Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi Iuran beserta hasil 
pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Perserta. 
Dalam Peraturan Pemerintah ini akan mengatur mengenai pengertian 
JHT, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya Iuran, tata cara 

pembayaran Iuran, manfaat program JHT, mekanisme pembayaran 
manfaat JHT, sanksi administratif, pengawasan, dan penanganan 
keluhan. 

Manfaat adalah sama dengan saldo rekening berdasarkan hasil 

investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian 
besar negara diseluruh dunia. Didasarkan pada Pasal 37 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT 
merupakan jumlah akumulasi Iuran yang telah dibayarkan ditambah 
hasil investasi. Saat ini dalam program JHT, hasil investasi yang 
dikreditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT. Jamsostek 
(Persero) setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang 

sebenarnya.  

Program JHT yang dalam implementasinya sekarang masih 
dirasakan manfaatnya oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan 

mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 
tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta aturan 
pelaksanaanya. Oleh karena itu dalam Penyusunan Peraturan 

Pemerintah tentang JHT mempertimbangkan segala aspek termasuk 
manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta.  

Dalam peraturan Pemerintah mengenai JHT yang akan disusun 
sesuai amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu bahwa 
pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagaimana sampai batas 

waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) 
tahun.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “penahapan kepesertaan” adalah 
proses penahapan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan 

program jaminan sosial. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Dalam hal pemberi kerja berupa badan hukum atau badan-badan 
lain yang mempekerjakan tenaga kerja, maka pemberi kerja yang 

wajib ikut dalam program JHT adalah pengurus badan hukum 
atau badan-badan lain tersebut yang mewakili kepentingan 
pemilik. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila 

Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerjanya dalam program 
JHT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bukti lain” adalah dokumen 
yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi 
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Kerja ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja 

atau bukti slip penerimaan upah setiap bulan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk 
mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah 

dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh 
Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Kepesertaan dalam program JHT berlaku sejak Iuran pertama 
dibayar lunas dan nomor kepesertaan diperoleh dari BPJS 
Ketenagakerjaan, meskipun Kartu Kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan belum diterima. 

Ayat (6)    

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dapat mendaftarkan dirinya dalam 
program JHT”  adalah Peserta bukan penerima Upah tidak 
wajib tetapi dapat mengikuti program JHT secara sukarela. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu” 
adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan 
untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan 
kerja. 
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Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “uang tunai” adalah dibayarkan 
dapat menggunakan uang kartal maupun giral sesuai dengan 
mekanisme perbankan. 

Ayat (2)  

Hasil pengembangan program JHT diperoleh setelah 
dikurangi dana operasional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
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Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Pasal 23  

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25  

Ayat (1) 

Fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai dilakukan 

melalui lembaga keuangan berupa: pinjaman uang muka 
perumahan (rumah tapak dan rumah susun), kredit 
pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah susun), rumah 
susun sederhana sewa dan pinjaman renovasi perumahan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29  

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
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Pasal 32  

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36  

Cukup jelas. 

Pasal 37  

Cukup jelas. 


